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BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menarik
suatu kesimpulan bahwa koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan
pada tahap prapenuntutan belum terlaksana semaksimal mungkin. Dan
masih adanya sifat keegoisan dan merasa paling benar dalam tahap
prapenuntutan tersebut oleh kedua lembaga. Padahal keharmonisan
dan kerjasama antar lembaga polisi dan jaksa sangat penting dalam
mengatasi permasalahan penanganan perkara pidana pada tahap
prapenuntutan itu sendiri.

Kedua lembaga tersebut belum menjalankan kewajibannya
secara semaksimal mungkin, sebagai mana diatur juga di dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Jaksa Agung
Republik Indonesia Nomor: PER — 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana
Umum, telah memuat Proses-proses prapenuntutan.

b. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis ingin menyampaikan
beberapa saran yang ditujuhkan kepada kejaksaan dan kepolisian anatar
alain :
a) Supaya Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan meningkatkan kualitas

Kinerjanya serta koordinasinya dalam menangani setiap perkara



b)
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pidana yang ada, khususnya pada tahap prapenuntutan dan supaya
kedua lembaga saling menjalin hubungan yang sinkron.

Diharapkan Lembaga Kejaksaan dan Kepolisian dapat menjalankan
kewajbannya dalam tahap prapenuntutan sebagaimana telah diatur di
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan
Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER — 036/A/JA/09/2011
Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara
Tindak Pidana Umum.

Supaya lembaga kepolisian dan kejaksaan saling bekerjasama tanpa
ada rasa keegoisan serta merasa paling benar dalam tahap
prapenuntutan tersebut. Sehingga penanganan perkara pidana pada
tahap prapenuntutan tidak memakan waktu yang cukup lama, dengan
boleak-baliknya berkas perkara dari kejaksaan ke kepolisian atau

sebaliknya.
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